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RINGKASAN

WEWENANG PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH NOTARIS DALAM
PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
BAGUS LEO WAHYUDI
NIM 2220216310021

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata merupakan akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. baik
notaris maupun PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab
yang penting dalam proses transaksi properti untuk memastikan keabsahan dan
kekuatan hukum dari dokumen-dokumen tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk menganalisis bagaimana tinjauan yuridis
terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan menurut UUJN,
dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan PPAT dan Untuk menganalisis bagaimana kewenangan notaris dalam
membuat akta pertanahan menurut pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, dikaitkan
dengan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang
peraturan jabatan PPAT.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Kemudian
Penulis sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki mengenai istilah legal
research atau Bahasa Belanda rechtsonderzoek, dimana penelitian hukum pada
dasarnya selalu normatif. Dimana legal research berarti mencari dan menemukan
kebenaran keherensi. Hal ini mengacu pada bagaimana mencermati apakah suatu
aturan hukum yang sejalan dengan ndfma hukum dan apakah ada peraturan
lainnya (baik lisan maupun tertulis) sejalan dengan norma hukum, bukan hanya
sejalan dengan aturan atau prinsip hukum saja.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Merujuk pada sumber kewenangan yang
dimiliki oleh Notaris melalui Pasal 15 ayat (2) UUJN, seharusnya kewenangan
Notaris dalam membuat akta pertanahan adalah kewenangan yang atribusi atau
kewenangan yang asli. Namun dalam prakteknya, Notaris tidak dapat
melaksanakan pembuatan akta tanah seperti halnya PPAT membuat akta tanah
dikarenakan PPAT merupakan rekan kerja dari BPN yang membuat hal ini
menjadi batasan terbesar Notaris untuk membuat akta tanah. Agar Notaris dapat



membuat akta tanah tersebut, maka Notaris harus merangkap jabatan sebagai
PPAT untuk mendapat izin sebagai PPAT. Dari kedelapan akta tanah menurut
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan PPAT, akta tanah yang dapat di buat oleh Notaris antara lain, Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang Objeknya Tanah
serta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akta-akta ini boleh
di buat oleh akta Notaris, namun tetap harus diperhatikan cara pembuatannya
menurut peraturan perundang-undang yang mengatur masing-masing jabatan.

Vi



ABSTRAK
WEWENANG PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH NOTARIS DALAM
PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Bagus Leo Wahyudi

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum
adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh
undang-undang, Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata merupakan akta
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh
undang-undang. baik notaris maupun PPAT memiliki kewenangan untuk
membuat akta tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keduanya memiliki
peran dan tanggung jawab yang penting dalam proses transaksi properti untuk
memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari dokumen-dokumen tersebut.
Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Kemudian
Penulis sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki mengenai istilah legal
research atau Bahasa Belanda rechtsonderzoek, dimana penelitian hukum pada
dasarnya selalu normatif. Dimana legal research berarti mencari dan menemukan
kebenaran keherensi

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Merujuk pada sumber kewenangan yang
dimiliki oleh Notaris melalui Pasal 15 ayat (2) UUJN, seharusnya kewenangan
Notaris dalam membuat akta pertanahan adalah kewenangan yang atribusi atau
kewenangan yang asli. Namun dalam prakteknya, Notaris tidak dapat
melaksanakan pembuatan akta tanah seperti halnya PPAT membuat akta tanah
dikarenakan PPAT merupakan rekan kerja dari BPN yang membuat hal ini
menjadi batasan terbesar Notaris untuk membuat akta tanah. Agar Notaris dapat
membuat akta tanah tersebut, maka Notaris harus merangkap jabatan sebagai
PPAT untuk mendapat izin sebagai PPAT.Dari kedelapan akta tanah menurut
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan PPAT, akta tanah yang dapat di buat oleh Notaris antara lain, Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang Objeknya Tanah
serta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akta-akta ini boleh
di buat oleh akta Notaris, namun tetap harus diperhatikan cara pembuatannya
menurut peraturan perundang-undang yang mengatur masing-masing jabatan.

Kata Kunci : Wewenang Pembuatan Akta Tanah, Notaris, Kepastian Hukum



AUTHORITY TO MAKE LAND DEEDS BY NOTARY FROM
THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY

By
Bagus Leo Wahyudi ', Rahmida Erliyani 2
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT
Keywords: Authority To Make Land Deeds, Notary, Legal Certainty

One of the authorities granted to a Notary as a public official is to make authetic
deeds besides other authorities stipulated in the legislation. An authentic deed
according to Article 1868 of Civil Code (KUHPerdata) is a deed made by an
authorized in a form determined by the Act. Both Notary and Land Deed Making
Official (PPAT) have the authorities to make land deeds in accordance with the
prevailing regulations. Both have important roles and responsibilities in the
process of property transactions to make sure the validity and legal power of the
documents. Method of this research is normative legal research, namely to study
legal norms which means to search and find coherence truth. Based on the result
of the research, referring to the source of authorities possessed by a Notary
through Article 15 paragraph (2) of Notary Position Act (UUJIN), actually the
Notary’s authority to make land deeds is attributive authority or original authority.
But in practice, a Notary cannot make land deeds like PPAT because PPAT is
working counterpart of National Land Agency (BPN) which makes the biggest
limit for a Notary to make land deeds. For a Notary being able to make the said
land deeds, the Notary must hold concurrent positions as PPAT in order to get
permit as PPAT. From the eight land deeds according to Article 2 paragraph (2)
of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation on Position
of PPAT, the land deeds which can be made by a Notary are among other things
Sale and Purchase Binding Agreement Deed and Power of Attorney To Sell Deed,
as well as Power of Attorney To Burden Mortgage Right (SKMHT). These deeds
may be made in a form of Notarial deeds, but still pay attention to the procedure
to make them based on the statutory regulations of respective position.

Certified by,
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